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REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.03/2010
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA
MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN
MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK
MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG
MEMPUNY Al HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN
TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3b) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa
Wajib Pgjak yang melakukan pembelian saham atau
aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang
dibentuk untuk maksud demikian (special purpose
company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang
sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang
Wajib Pgak yang bersangkutan mempunyai hubungan
istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan
terdapat ketidakwaaran penetapan harga;
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Mengingat

M enetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
18 ayat (3e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penetapan Wajib Pgak sebagai Pihak
yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau
Aktiva Perusshaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang
Dibentuk untuk Maksud Demikian (special purpose
company) yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan
Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwagaran Penetapan
Harga;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pgak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG
SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM
ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK
LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK
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MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY)
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT
KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA.

Pesd 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Undang-Undang Pgjak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pgak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur Pasal
18 ayat (4) Undang-Undang Pgak Penghasilan, atau hubungan istimewa
sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pgjak Berganda dan
Pencegahan Pengelakan Pgjak (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra
yang berlaku.

Pasal 2

Pembelian saham atau aktiva Wgjib Pajak badan dalam negeri oleh suatu
pihak atau badan yang dibentuk khusus untuk maksud demikian (special
purpose company) dapat ditetapkan sebagal pembelian yang dilakukan
oleh Wgib Pgak dalam negeri lainnya sebagai pihak yang sebenarnya
melakukan pembelian dimaksud sepanjang:

a. Wajib Pgak dalam negeri yang ditetapkan sebagal pihak yang
sebenarnya melakukan pembelian tersebut mempunyal Hubungan
Istimewa dengan pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud
melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan (special purpose
company); dan

b. Terdapat ketidakwajaran penetapan harga pembelian.

Saham atau aktiva perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Saham atau aktiva yang sebelumnya dimiliki dan/atau dijaminkan oleh
Wajib Pgak dalam negeri yang ditetapkan sebagai pihak yang
sebenarnya melakukan pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang
piutang; atau

b. Aktivayang merupakan aset kredit (piutang) kepada Wajib Pgak dalam
negeri yang ditetapkan sebaga pihak yang sebenarnya melakukan
pembelian, sehubungan dengan perjanjian utang piutang.
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(3) Pihak atau badan yang dibentuk untuk maksud melakukan pembelian
saham atau aktiva perusahaan (special purpose company) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak atau badan yang tidak
mempunyai substans usaha dan yang dibentuk olen Wajib Pgak dalam
negeri yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva Wgjib
Pajak dalam negeri lainnya.

Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 11 Agustus 2010

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUSD.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 11 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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